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Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim. Di bawah bimbingan Dr. H. Syahrin Naihasy, S.H, M.A, M.Phil. Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2013.



Penelitian ini bertujuan dalam rangka membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam serta agar dapat memberikan rasa aman  pada umat tentang produk yang dikonsumsi, maka pada tanggal 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Januari Awal 1409 H bersadarkan Surat Keputusan Nomor : 18/MUI/1989 Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu, LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Dalam LPPOM-MUI, didudukkan sejumlah tenaga ahli pangan, kimia, fiqh Islam dan lain-lain yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1, S-2 serta S-3 dan lama berkiprah di bidang keahliannya masing-masing. Tanpa hal tersebut peran LPPOM – MUI dalam perlindungan konsumen muslim tidak tercapai dan akan terjadi masalah. Oleh karena itu peran LPPOM – MUI ini sangat diperlukan terutama dalam memberikan rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam sehingga seluruh konsumen terutama konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya.
Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah  kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masalah halal, merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kegiatan atau aktifitas mengkonsumsi suatu bahan pangan bagi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar dan dahaga saja tetapi lebih dari itu merupakan bentuk ibadah kepada sang Khaliq, karena dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thoyyib (bergizi) maka akan makbul doa kita serta hidup dengan penuh berkah dan keridhoan dari Allah SWT. 
   


Penyediaan produk halal merupakan suatu keharusan bagi negara yang mayoritas penduduknya muslim. Keharusan memaparkan secara gamblang kandungan bahan pangan yang digunakan dalam kemasan produk menjadi bagian keharusan dalam rangka melindungi masyarakat muslim menjalankan perintah agamanya. Dalam konteks itulah, produk halal menjadi bagian tak terpisahkan dari HAM. 

Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur’an secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk/diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah. Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah [394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya [395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah [396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini [397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa [398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 3)
Penjelasan :
[394] 
Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-Aam:45.

[395] 
Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[396] 
Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[397] 
Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

[398] 
Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

Akan tetapi keadaan menjadi lain, ketika peradaban manusia semakin maju, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan IPTEK tersebut berimbas dalam bidang pangan di Indonesia. Jenis dan produk makanan semakin beragam dan saat itu pula kehalalan produk tidak dapat dengan mudah diketahui. Hal ini disebabkan meningkatnya teknologi. Pengolahan, pengadaan bahan baku maupun rekayasa biologi telah mengubah pola-pola tradisional.

Pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan “Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”. Lebih lanjut pasal ini dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa “Masalah pemeriksaan halal ditetapkan oleh Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Dari penjelasan kedua pasal diatas, jelas bahwa pencantuman label halal pada kemasan suatu produk bukan atas dasar pertimbangan pelaku usaha. Masalah halal adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Namun demikian berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Jurnal Halal LPPOM-MUI, ternyata di masyarakat banyak sekali beredar produk pangan kemasan berlabel “ilegal”. Ada tiga macam label halal “ilegal” yang telah ditemukan dari hasil survei tersebut yaitu :
1. Produk pangan kemasan yang baru mendapat sertifikat halal MUI untuk beberapa jenis produk namun telah mengklaim semua produk yang diproduksikanya halal.

2. Produk pangan kemasan yang telah mendapat sertifikat halal MUI namun setelah masa berlaku sertifikat halal tersebut habis dan usaha tidak memperpanjangnya lagi, label halal yang ada pada kemasan tersebut tidak pernah dicabut.

3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) atau dengan kata lain produk pangan kemasan tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI tetapi sudah mencantumkan label halal di kemasannya. Padahal sertifikat halal dan label halal saling berkaitan. Izin pelabelan halal pada kemasan hanya diberikan apabila produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini berarti pelaku usaha telah mencantumkan label halal sesuai dengan persepsi mereka menganai halal atau haram.

Label halal “ilegal” ini sangat merugikan konsumen muslim karena produsen pangan kemasan tersebut telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, selain itu juga merugikan pelaku usaha lain yang telah susah payah mengurus sertifikat halal dan label halal secara benar. Label telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dalam menentukan persepsi halal. Melalui label, masyarakat dapat memperoleh keterangan tentang makanan dan minuman yang bersangkutan sehingga tidak akan terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan label yang telah menyesatkan masyarakat, dapat dibayangkan betapa besar dosa yang akan ditanggung oleh pihak yang mengeluarkan label tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumen barang dan/atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagai konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah :
a) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; 

b) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; 

c) mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

d) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; 

e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; 

f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; 

g) meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan 

h) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional. 

B. 
Perumusan dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan LPPOM-MUI dan Balai Besar POM Samarinda dalam rangka melindungi konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di Samarinda ?

2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan konsumen muslim apabila ada “keraguan” tentang kehalalan suatu produk pangan kemasan ?

C. 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. 
Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimanakah peran yang dilakukan LPPOM-MUI dan Balai Besar POM dalam rangka melindungi konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di Samarinda.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan konsumen muslim apabila ada “keraguan” tentang kehalalan suatu produk pangan kemasan.

2. 
Tujuan Subyektif.

a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Keperdataan Islam pada khususnya.

D. 
Metode dan Teknik Penelitian
1. 
Penelitian Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi :

a. 
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari : 

1. Al-Qur’an dan Hadits.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1989 tentang Label dan Iklan Pangan.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.280/MenKes/Per/X1/1976, tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.329/MenKes/Per/XII/1976, tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.79/MenKes/III/1978, tentang Label dan Periklanan Makanan.

10. Peraturan Menteri Kesehatan RINo.382/MenKes/Per/VII/1989, tentang Pendaftaran Makanan.

11. Keputusan Menteri Kesehatan No.82/MenKes/SK/I/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.924/MenKes/SK/VIII/1996, tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

13. Keputusan Direktur Jenderal POM Nomor HK.00.06.3.02.345 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

14. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Tulisan Halal pada Makanan.

b. 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Buku-buku yang membahas tentang sertifikasi dan labelisasi halal.

2. Buku-buku yang membahas tentang hukum perlindungan konsumen.

3. Artikel-artikel yang berasal dari majalah, surat kabar dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. 
Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari .

1. Kamus Umum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,

3. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
4. Bahan-bahan tertulis lain yang relevan.
2. 
Penelitian Yuridis Empiris
Penelitian ini merupakan penelitian langsung di lapangan (field research) dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang mendukung penulisan hukum ini. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis,   meliputi :

a. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Samarinda.

b. Nara Sumber sesuai dengan judul Penulisan Hukum maka yang dipilih menjadi nara sumber adalah ;

· Ketua MUI Kalimantan Timur,
· Pejabat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalimantan Timur,
· Pejabat Balai Besar Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (Balai Besar POM) Kalimantan Timur,
c. 
Responden

· Produsen pangan di Samarinda yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan mencantumkan label halal pada produk pangan kemasan yang diproduksinya, yaitu Amplang Bumbu Kuku Macan, Khas Samarinda usaha Ibu Hj. Nisa di Jalan P. Antasari, Samarinda.

· YLKI di Samarinda.

d. 
Teknik Pengambilan Sampel.

Teknik yang akan digunakan adalah Non Random Sampling yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada individu di dalam populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

e. 
Saran Penelitian

1. Cara pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu proses komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan nara sumber.

2. Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan memilih data yang  dapat menggambarkan keadaan dan kebenarannya. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan nara sumber diseleksi sebelumnya agar dapat diperoleh data yang benar-benar akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti kemudian dideskripsikan sehingga sesuai dengan realitas yang sebenarnya.
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran LPPOM-MUI Dalam Rangka Melindungi Konsumen Muslim Terhadap Masalah Kehalalan Produk Pangan Kemasan Di Samarinda.

Untuk membantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam serta agar dapat memberikan rasa aman  pada umat tentang produk yang dikonsumsi, maka pada tanggal 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Januari Awal 1409 H bersadarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989 Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu, LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Dalam LPPOM-MUI, didudukkan sejumlah tenaga ahli pangan, kimia, fiqh Islam dan lain-lain, telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1, S-2 serta S-3 dan lama berkiprah di bidang keahliannya masing-masing. Tanpa hal tersebut, peran LPPOM – MUI perlindungan konsumen muslim tidak akan tercapai dan akan terjadi masalah. Untuk itu sangat diperlukan rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam, agar konsumen terutama konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsi.  

Pada awal berdirinya, LPPOM-MUI lebih banyak berkonsentrasi pada kegiatan seminar dan diskusi dengan para pakar serta ulama, di dalam maupun luar negeri, juga melakukan beberapa studi banding tentang penanganan produk halal di negara-negara lain guna mematangkan langkah yang akan diambil.

Awal tahun 1994, LPPOM-MUI mulai mengeluarkan dan memberi sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan. Hingga saat ini, LPPOM-MUI telah mengeluarkan lebih dari 500 sertifikat halal untuk berbagai jenis produk dari lebih 200 perusahaan yang terbesar di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Hasil sertifikasi ini kemudian dipublikasikan melalui sebuah media berkala yaitu majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LPPOM-MUI.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menerbitkan pengaturan pemohonan hewan yang sesuai dengan syari’at agama Islam dan juga untuk memasyarakatkan lebih jauh keberadaan dan peran MUI kepada segenap lapisan masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep. 889/MUI/X/1995 tanggal 15 Oktober 1995 tentang ketentuan-ketentuan Pembentukan LPPOM-MUI Daerah, di Samarinda telah dibentuk LPPOM-MUI pada tanggal 22 Mei 2001 melalui Keputusan MUI di Samarinda. 

Yang dimaksud dengan LPPOM-MUI Daerah adalah LPPOM-MUI di wilayah tingkat Provinsi di seluruh Indonesia. LPPOM-MUI Daerah dapat dibentuk oleh : 

a. MUI Daerah tingkat Provinsi berdasarkan rekomendasi LPPOM Pusat, atau oleh ;
b. LPPOM Pusat berdasarkan rekomendasi MUI Daerah tingkat Provinsi tergantung situasi dan kondisi yang mendukungnya.

       LPPOM-MUI Daerah dapat dibentuk apabila memenuhi syarat-syarat pembentukan LPPOM Daerah yang telah ditetapkan LPPOM Pusat :

a. Tersedia tenaga ahli (S1, S2 dan S3 ) sebagai auditor minimal dalam bidang pangan, kimia dan biokimia, dan teknik industri;

b. Tenaga ahli yang memenuhi syarat-syarat auditor LPPOM-MUI memiliki wawasan Islam yang luas dengan selalu mendahulukan kepentingan ummat di atas kepentingan pribadinya.

Pada saat ini, LPPOM-MUI telah memiliki 24 (dua puluh empat) tenaga ahli, masing-masing adalah tenaga ahli yang berasal dari fakultas-fakultas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, yaitu ; Fakultas Kedokteran Hewan, Peternakan, Pertanian, Ternologi Pertanian, Farmasi, Biologi, Fisika dan untuk tenaga ahli khusus di bidang keagamaan berasal dari lain.

Pengurus LPPOM-MUI diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan MUI, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya Pengurus LPPOM-MUI akan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPPOM-MUI. Masa jabatan pengurus LPPOM-MUI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Fungsi dan tugas dari LPPOM-MUI adalah sertifikasi semua perusahaan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang ada khususnya di wilayah Samarinda.



Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Pengertian sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk dapat mencantumkan label halal. Proses sertifikasi halal, yaitu :

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

a. Spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses. Bagian alir proses dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

b. Bahan yang berasal dari hewani atau bagiannya maka harus dilampiri dengan surat keterangan dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang menjelaskan bahwa pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

c. Sistem halal termasuk panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan, bahan serta dokumen lain yang dapat mendukung kehalalan produknya.

2. Tim auditor LPPOM-MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM-MUI.

3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat ahli LPPOM-MUI. Jika telah memenuhi syarat-syarat, maka hasil tersebut diajukan pada rapat Komisi Fatwa MUI untuk diputus status kehalalannya.

4. Rapat Komisi Fatwa MUI dapat menolak suatu produk jika belum memenuhi syarat-syarat syari’ah.

5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah disetujui oleh Komisi Fatwa MUI.

6. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal, harus mengangkat Auditor Internal Halal, untuk mengawasi sistem produksi halal pada produk mereka. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan pada proses produksinya, Auditor Internal Halal ini diwajibkan segera melapor untuk mendapat ketidakberatan penggunaannya.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI hanya mempunyai masa berlaku selama dua (2) tahun dan dapat diperpanjang, 
 kecuali untuk daging yang diekspor keterangan halal diberikan untuk setiap kali pengapalan. Tiga bulan sebelum masa berlakunya sertifikat berakhir, MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Dua bulan sebelum masa berlakunya sertifikat berakhir, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran kembali ke LPPOM-MUI untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru. Apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperbaharui sertifikat halalnya maka pelaku usaha tersebut tidak diperkenankan menggunakan sertifikat tersebut dan hal ini akan diumumkan di berita resmi yaitu jurnal halal LPPOM-MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal dan apabila masa berlakunya telah berakhir, sertifikat tersebut dapat diminta kembali oleh LPPOM-MUI, maka pelaku usaha wajib mengembalikannya.

Apabila sertifikat halal telah habis berlakunya, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat memperpanjang lagi sertifikat halal tersebut dua bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Adapun prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi kembali formulir pendaftaran yang telah diperoleh di kantor LPPOM-MUI setempat. Pengisian formulir tersebut disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.

2. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, serta jenis dan pengelompokan produk harus diinformasikan dan dinyatakan kepada LPPOM-MUI.

3. Perusahaan yang memperpanjang masa berlaku sertifikat akan diperlakukan seperti semula pada waktu proses sertifikasi periode sebelumnya.

4. Pelaku usaha berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang bagan alir proses, spesifikasi dan pembuktian pembelian bahan yang dipakai.

Dalam rangka melindungi konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan di Samarinda, LPPOM-MUISMD melakukan kontrol dan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk pangan kemasan yang beredar di Samarinda misalnya, pengawasan di Tempat-tempat Pemotongan Ayam (TPA) atau hewan lainnya serta pengawasan terhadap proses produksi pangan dengan membentuk tim internal auditor oleh perusahaan. Internal auditor inilah yang akan bertanggung jawab terhadap pengawasan kehalalan sehari-hari diperusahaan. Selain melakukan pengawasan, LPPOM-MUISMD juga melakukan sidak (inspeksi mendadak) yang ditujukan bagi produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI. Untuk produk pangan kemasan yang  belum bersertifikat tapi sudah mencantumkan label halal dan untuk produk pangan kemasan yang belum bersertifikat, LPPOM-MUI hanya akan memberikan peringatan karena Peraturan Daerah yang mengatur lebih lanjut tentang tata kerja LPPOM-MUI, Komisi Fatwa, dan Sertifikasi Halal belum ada. Tetapi apabila sudah memiliki sertifikat halal dan ternyata sertifikat tersebut sudah kadaluwarsa, LPPOM-MUI berhak untuk mencabut dan pelaku usaha harus membuatnya dari awal lagi. Apabila LPPOM-MUI menemukan produk-produk pangan yang meragukan kehalalannya, maka LPPOM-MUI, akan segera memberitahukan kepada konsumen muslim untuk tidak mengkonsumsinya, dan produk tersebut akan diumumkan secara terbuka melalui Jurnal Halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI dan media massa lainnya.

  Mengenai tingkat kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal, ternyata sampai saat ini cenderung masih rendah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang merasa tidak perlu mengurus sertifikat halal karena selain tidak ada komplain dari masyarakat, para pelaku usaha juga merasa kalau dagangan mereka tetap laku walaupun tanpa sertifikat halal. Selain itu juga kesadaran konsumen muslim juga cenderung masih rendah terutama setelah krisis moneter melanda, konsumen kembali lalai karena apabila suatu produk pangan telah mencantumkan label halal maka konsumen akan langsung mempercayainya dan membelinya.

Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal bagi produk pangan yang diproduksinya dan untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan yang beredar dimasyarakat, LPPOM-MUI telah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait melakukan sosialisasi yang berwujud penyuluhan-penyuluhan dan seminar-seminar, salah satu bentuknya yaitu bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan secara rutin yaitu enam (6) kali dalam satu (1) tahun dengan cara memberikan penyuluhan dan seminar pada seluruh perusahaan baik itu perusahaan besar maupun kecil yang ada di Daerah Samarinda dan juga mengumpulkan para pelaku usaha dan konsumen yang kemudian para pelaku usaha dan konsumen tersebut diberikan sosialisasi tentang UUPK dan sertifikasi halal LPPOM-MUI.

Dengan diadakannya sosialisasi oleh LPPOM-MUI dan semenjak berdirinya LPPOM-MUI, para pelaku usaha dapat mengetahui biaya untuk mendapatkan sertifikat halal yang murah dan mudah. Biaya untuk formulir sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan biaya sertifikat perjenis produk berkisar antara Rp200.000,00 s.d. Rp1.000.000,00. Biaya lain adalah terkait dengan proses audit atau inspeksi ke lokasi oleh auditor, yaitu menyangkut biaya transportasi dan akomodasi selama melakukan pemeriksaan yang ditanggung oleh pelaku usaha dan biaya honor untuk auditor. Besarnya biaya transportasi dan akomodasi ini sangat bervariatif dan tidak ditentukan oleh LPPOM-MUI.

Badan POM merupakan suatu badan mandiri, artinya badan yang tidak berada di bawah suatu Departemen manapun. Walaupun sebelumnya Badan POM berada di bawah Departemen Kesehatan tapi sekarang Badan POM merupakan suatu badan yang mandiri. Untuk lebih jauh memasyarakatkan keberadaan dan peran Badan POM serta untuk membantu tugas Badan POM di daerah, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No.0518/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan  POM, Balai POM ditetapkan menjadi Balai BESAR POM di Samarinda dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM-RI.

Tugas dari Balai Besar POM di Samarinda adalah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pengujian mutu obat, makanan dan minuman kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, dan bahan berbahaya (OMKABA) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut diatas dalam rangka melindungi masyarakat dari produk OMKABA yang tidak memenuhi syarat. Fungsi dari Balai Besar POM di Samarinda adalah :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik dan zat aktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen pangan dan bahan berbahaya;

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;

4. Pelaksanaan pemereiksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;

5. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dsan ditribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM;

6. Pelaksanaan penyelidik dan penyidikkan pada kasus pelanggaran hukum ;

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;

8. Evaluasi dan penyusunan laporan  pengujian obat dan makanan;

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan;

10. Pelaksanaan tugas lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan POM sebagai induk sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badai Besar POM dibagi menjadi lima (5) bidang :

1. Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan, bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penyelidikan sarana produksi, distribusi dan produk.

2. Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen, bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

3. Bidang Mikrobiologi, bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi;

4. Bidang Pengujian Pangan dan bahan-bahan berbahaya, bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

5. Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat tradisional penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Dalam melakukan pengawas kehalalan produk pangan kemesan yang beredar di masyarakat, Balai Besar POM di Samarinda melakukan pemeriksaan baik sarana produksi dan distribusi maupun pemeriksaan terhadap p;roduk yang  bersangkutan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan pada sarana produksi dan  distribusi adalah pemeriksaan setempat yang dilaksanakan terhadap pelaku usaha (industri maupun industri rumah tangga), distributor, sarana pelayanan kesehatan dengan menggunakan anggaran rutin maupun proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan pada produk adalah pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan yang dilakukan pada waktu melakukan operasi pasar. Dalam melakukan pengawasan ini, produk yang telah bersertifikat juga tetap dipantau yaitu mulai dari bahan baku yang digunakan kemudian asal bahan baku, dan prosesnya. Apabila nanti setelah selesai ternyata ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, hasil temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Balai POM untuk ditinjau kembali.

B. 
Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Muslim Apabila Ada Keraguan    Tentang Kehalalan Suatu Produk Pangan Kemasan.

Di era teknologi modern, konsumen semakin tidak bisa lagi membedakan sepintas suatu makanan halal atau haram. Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar di mana penduduknya padat dan terjadi perubahan pola hidup, menyebabkan konsumen ingin efisien dalam mengkonsumsi makanan. Mereka butuh makanan yang mudah disajikan, berselera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan.


Dengan IPTEK, semua itu dapat diwujudkan. Untuk itu diperlukan berbagai zat tambahan pangan dalam memproses makanan yang dapat dibuat secara kimiawi atau dari hewan. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal semakin besar.


Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah  kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.


Setidaknya, ada sepuluh jenis informasi yang diketahui konsumen dari label kemasan suatu produk pangan yakni :

1. Nama Produk atau Merk Dagang.

Merk suatu produk pangan akan menjadi pembeda antara produk satu dengan lainnya. Dengan hal ini konsumen perlu mencermati nama merk suatu produk dengan teliti, karena kadang-kadang suatu produk yang laku keras diteru oleh pelaku usaha lain dengan menggunakan nama produk yang hampir sama bahkan logonya secara sekilas terlihat sama.

2. Komposisi.

Dalam pangan kemasan, komposisi mempunyai peran penting. Biasanya konsumen akan membandingkan antara produk satu dengan lainnya berdasarkan komposisinya. Komposisi sebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI No.79/MenKes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan adalah susunan bahan penyusun dan/atau komponen yang terdapat dalam makanan. Bahan penyusun komponen yang tidak disebutkan jumlahnya harus dicantumkan pada etiketnya dalam daftar komposisi secara berurutan, dimulai dari bahan penyusun yang paling besar jumlahnya, kecuali untuk vitamin dan mineral. Dalam daftar komposisi harus digunakan nama khas, kecuali untuk lemak hewan, lemak nabati, minyak hewan, minyak nabati, rempah-rempah dan pati-patian, pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksida, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemotong, pemucat dan pengental.

3. Tanggal Kadaluwarsa ( expired date).

Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti penunjuk yang diberikan oleh pelaku usaha. Tanggal kadaluwarsa memang wajib dicantumkan dalam kemasan produk pangan, kecuali untuk buah-buahan atau sayuran segar, roti, kue, makanan yang diperkirakan habis dalam 24 jam. Juga untuk produk cuka, garam dapur, gula pasir, kembang gula, permen karet, dan keju yang dibuat dengan tujuan matang dalam kemasannya. Dengan kriteria thoyyib, setiap konsumen muslim dilarang memakan makanan/minuman yang sudah kadaluwarsa sekalipun makanan/minuman tersebut halal karena makanan/minuman yang telah lewat dari tanggal kadaluwarsa sangat berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan dan keselamatan konsumen.

4. Nama dan Alamat Pelaku Usaha.

Nama dan alamat pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan perlu dicermati untuk mengantisipasi bila terjadi kerusakan/cacat produk sebelum atau setelah dikonsumsi. Dengan adanya alamat yang jelas akan bisa diketahui kemana harus menghubungi pelaku usaha untuk  menanyakan kerusakan tersebut. Saat ini sudah banyak pula pelaku usaha yang mencantumkan nomor telepon bebas pulsa yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan atau keluhan dari konsumen.

5. Keterangan legalitas adalah keterangan yang menunjukan status produk tersebut. Dalam produk makanan, keterangan legalitas berupa kode produksi dan nomor pendaftaran. Kode produksi harus dicantumkan pada etiket. Wadah atau pembungkus sedemikian rupa, sehingga dapat dengan cepat dan mudah dilihat. Kode produksi ini dapat berupa angka dan/atau huruf atau tanda lainnya yang menunjukan saat produk tersebut dibuat. Sedangkan nomor pendaftaran menunjukan bahwa produk tersebut sudah terdaftar secara resmi pada Departemen Kesehatan. Kode untuk produksi yang berskala industri rumah tangga adalah nomor SP, makanan lokal atau nasional adalah nomor MD, dan untuk makanan impor adalah nomor ML.

6. Isi Netto.

Pasal 20 PERMENKES RI No.79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan menetukan bahwa isi netto harus dinyatakan dalam ukuran matrik yaitu :

a. Dengan ukuran volume untuk makanan cair;

b. Dengan ukuran berat untuk makanan padat;

c. Dengan ukuran volume atau bobot untuk makanan semi padat atau kental. 

Sedangkan isi netto yang tidak dinyatakan dengan ukuran, takaran atau timbangan, dalam menyatakan isinya harus dicantumkan dengan jumlah hitungan.

7. Cara Pemakaian dan Penyimpanan

Pencantuman cara pemakaian produk sangat diperlukan, terutama bila konsumen baru menggunakan produk tersebut pertama kali. Sedangkan cara penyimpanan diperlukan agar mutu produk tetap terjamin.

8. Informasi Nilai Gizi.

Informasi nilai gizi pada label kemasan hanya bersifat fakultatif (anjuran). Biasanya pelaku usaha mencantumkan untuk memenangkan kompetisi dengan produk sejenis. Pada etiket, nilai gizi makanan dicantumkan dengan menjelaskan protein, lemak, karbohidrat vitamin, mineral, kalori dan/atau kadar komponen tertentu.
9. Identifikasi Asal Produk.

Dinyatakan dalam kode bergaris (bar code ). Dibawah garis-garis vertikal yang dapat dibaca dengan teknologi optik itu umumnya terdapat 13 angka. Dua angka pertama menunjukan negara asal, lima angka berikutnya menunjukan pembuat dan distributornya, lima angka selanjutnya merupakan identifikasi produk itu sendiri, dan satu angka terakhir adalah angka kontrol.

10. Keterangan Tentang Halal.

Untuk membedakan halal atau tidaknya suatu produk makanan maka pada label harus dicantumkan keterangan atau tanda halal terdapat produk makanan yang komposisi bahannya tidak terdapat bahan penyusun dari babi. Dan apabila dalam komposisi terdapat bahan penyusun dari babi (misalnya, minyak babi, lemak babi, dan sebagainya), maka pada label atau etiket tidak boleh dicantumkan kata atau tanda halal. Tetapi harus dicantumkan tanda peringatan. Menurut pasal 2 ayat (2) PERMENKES-RI No. 280/MenKes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran pada Makanan yang mengandung bahan berasal dari babi, tanda peringatan tersebut harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya univers medium corps 12, di dalam suatu garis kotak persegi yang juga berwarna merah. Tanda peringatan tersebut harus tercetak pada wadah atau bungkus atau direkatkan dengan perekat yang sesuai sehingga tidak mudah terlepas.


Informasi-informasi tersebut dapat dicetak langsung pada pembungkusnya atau dapat berupa yang dicetak, diketik, atau ditulis tangan yang dilekatkan pada pembungkusnya. Adapun tulisannya adalah harus :

a. Jelas dan singkat.

b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

c. Dengan angka-angka arab.

d. Huruf cetak latin.

e. Tidak mudah terhapus atau hilang.

f. Mudah dibaca.

Selain ketentuan tentang perlabelan yang sudah disebutkan di atas, dalam label suatu produk pangan tidak diperkenankan dicantumkan  mengenai :
a. Kalimat, kata-kata, nama lambang, gambar dan sebagainya yang dapat menyesatkan, mengacaukan, atau ditafsirkan salah perihal asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan.

b. Referensi, nasehat, peringatan, atau pernyataan dari siapapun yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan yang dapat menjurus kependapat yang tidak benar bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

Selain itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan konsumen muslim untuk mengetahui apakah label halal yang ada pada kemasan suatu produk pangan telah melalui pemeriksaan oleh MUI atau belum yaitu dengan cara :

a. Lihat adanya Nomor MD pada kemasan produk (tanda nomor registrasi di Badan POM untuk produk industri menengah besar dalam negeri, yang berarti produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti persyaratan kesehatan)

b. Untuk produk Dalam Negeri yang mencantumkan label halal dan telah mendapat nomor MD dapat dipastikan pangan tersbut telah disertifikasi oleh LPPOM-MUI.

c. Untuk produk pangan yang baru mendapat nomor registrasi SP (tanda nomor registrasi untuk produk industri kecil-menengah) dan produk-produk impor, konsumen muslim harus hati-hati terhadap kehalalannya karena masih cukup banyak yang mencantumkan label halal tanpa pemeriksaan MUI. Untuk mengkonfirmasinya maka harus mengecek ke daftar produk halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Daftar produk halal ini dicantumkan dalam majalah Jurnal Halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI secara berkala yaitu 2 (dua) bulan sekali, dan juga dapat dilihat di website www.indohalal.com

d. Menghubungi layanan informasi yang disediakan oleh pelaku usaha untuk menanyakan hal-hal yang meragukan atau kurang dimengerti.

Setelah konsumen melakukan upaya-upaya tersebut diatas dan ternyata diketahui ada hal-hal yang meragukan maka konsumen bisa langsung menghubungi kepada lembaga-lembaga yang berwenang menangani masalah kesehatan suatu produk pangan seperti MUI, LPPOM-MUI, dan Balai Besar POM.
BAB III
P E N U T U P

A. 
KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam serta agar dapat memberikan rasa aman  pada umat tentang produk yang dikonsumsi, maka pada tanggal 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Januari Awal 1409 H bersadarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989, Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu lembaga yaitu, LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Dalam LPPOM-MUI, didudukkan sejumlah tenaga ahli pangan, kimia, fiqh Islam dan lain-lain, telah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1, S-2 serta S-3 dan lama berkiprah di bidang keahliannya masing-masing. Tanpa hal tersebut peran LPPOM–MUI dalam upaya perlindungan konsumen muslim tidak akan tercapai dan akan terjadi masalah. Oleh karena itu sangat diperlukan rekomendasi bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam, agar konsumen terutama konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah  kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.
B.  
SARAN - SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas serta uraian tentang pencantuman label halal pada kemasan produk pangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Samarinda, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, sebagai berikut ;

1. Bagi LPPOM-MUI dan Balai Besar POM di Samarinda.

a. LPPOM-MUI di Samarinda sebagai lembaga pengawas produk obat dan makanan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan agar dapat lebih meningkatkan lagi peran dan kinerjanya dalam rangka melindungi konsumen terutama konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk membiasakan diri mengkonsumsi produk pangan yang halal dan thoyyib. Hal ini sangat diperlukan karena dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib (baik, bergizi), maka akan makbul setiap doa dari para konsumen muslim dan dapat hidup dengan penuh berkah dalam keridhoan Allah SWT. Disamping itu fakta menunjukkan bahwa masih banyak produk pangan kemasan yang sudah berlabel halal, namun belum mempunyai sertifikat halal dari MUI dan juga masih banyak produk pangan kemasan yang sertfikat halalnya sudah habis masa berlakunya. Dalam menyikapi hal ini, hendaknya LPPOM-MUI di Samarinda lebih tegas dalam mengambil tindakan misal dengan menjatuhkan sanksi yang berat seperti dengan mencabut izin berproduksi produk pangan yang bermasalah tersebut.

b. Balai Besar POM di Samarinda diharapkan agar dapat lebih meningkatkan lagi peran dan kinerjanya dalam rangka melindungi konsumen muslim terhadap masalah kehalalan produk pangan kemasan serta dalam mengawasi peredaran produk pangan kemasan yang berlabel halal di Samarinda. Hendaknya Balai Besar POM, lebih tegas lagi dalam mengambil tindakan karena sampai saat ini masih banyak label halal yang tanpa sertifikat halal dari MUI. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perbedaan desain antara label halal yang telah bersertifikat dengan yang belum bersetifikat. Ada baiknya apabila label didesain kembali dengan menambahkan nomor sertifikat dan masa berlaku sertifikat dibawah label halal.

2. 
Bagi Konsumen Muslim
a. Konsumen muslim diharapkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, ketelitian, dan kecermatan dalam mengkonsumsi suatu produk pangan kemasan berlabel halal, karena label halal yang ada bukan sekedar hiasan semata tapi bahkan produk pangan yang sudah berlabel halal saja belum tentu halal.

b. Konsumen muslim, hendaknya lebih memperjuangkan haknya sebagai konsumen apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Apabila hal itu terjadi, konsumen muslim dapat mengajukan keberatan atas kerugian tersebut kepada lembaga-lembaga yang berwenang antara lain YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan YLKM (Yayasan Lembaga Konsumen Muslim).
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